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WALIKOTA PONTIANAK 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK 

NOMOR 74  TAHUN 2019 

 

TENTANG 

 

ANALISA STANDAR BELANJA KONSTRUKSI  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  

TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PONTIANAK, 

 
Menimbang 
 
 

 
 

: 
 
 

 
 

a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020, maka penyusunan anggaran 
pada program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan 
wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan 

pemerintahan pilihan berpedoman pada analisa standar 
belanja dan standar satuan harga;   

b. bahwa dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi 
sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan 
Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, perlu 

menyusun Analisa Standar Belanja Pekerjaan Konstruksi; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Analisa Standar Belanja Konstruksi di 
Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 

2020; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II 
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan 
Luar Negeri  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3882); 
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4916); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 

Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5209); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 
15. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Kementerian  Dalam  Negeri  (Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor  12); 

16. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang 

Perjalanan Dinas ke Luar Negeri; 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam 
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 564), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667); 

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2016 
Tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang 

Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1166); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33); 
20. Peraturan    Daerah   Nomor  3  Tahun 2010    tentang   

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 
4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Pontianak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Pontianak Nomor 133); 

21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);  
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 

Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 
2019 Nomor 11); 

23. Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran  Pendapatan dan  Belanja Daerah  
Kota  Pontianak Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota 

Pontianak Tahun 2018 Nomor 76) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 76 

Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran  Pendapatan 
dan  Belanja Daerah  Kota  Pontianak Tahun Anggaran 

2019 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 
30); 
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MEMUTUSKAN: 

   

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISA STANDAR 

BELANJA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA 

PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2020. 

   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Pontianak. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Kota Pontianak. 

3. Walikota adalah Walikota Pontianak. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan 

perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ 

pengguna barang yang juga melaksanakan pengelola keuangan daerah. 

6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD 

adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi program dan 

kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaannya. 

7. Bidang Pekerjaan Umum adalah bidang pekerjaan yang meliputi kegiatan 

pekerjaan Sumber Daya Air, Bina Marga dan Cipta Karya. 

8. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian 

kewajaran atas beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD.  

9. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah 

perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk 

mendapatkan harga satuan atau satu jenis pekerjaan tertentu. 

10. Harga Perkiraan Perencana yang selanjutnya disingkat HPP adalah 

perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh 

perencana yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam melakukan 

penawaran suatu pekerjaan tertentu.  

11. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah hasil 

perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan 

ditambah dengan seluruh pajak dan keuntungan. 
 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 
 

Pasal 2 
 

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan dalam 

menghitung biaya pembangunan sebagai kelengkapan dalam proses pekerjaan 

konstruksi dan digunakan sebagai suatu dasar dalam menyusun perhitungan 

HPS atau owner's estimate (OE) dan HPP atau engineering's estimate (EE) untuk 

penanganan pekerjaan bidang pekerjaan umum. 
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Pasal 3 
 

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan 

transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam proses pengadaan 

pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum. 

 

Pasal 4 
 

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah: 

a. ASB; dan 

b. ketentuan penutup. 
 

 

BAB III 

ASB  

Pasal 5 

 
 

ASB terdiri atas: 

a. ASB Bidang Pekerjaan Cipta Karya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 

dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota 

ini; 

b. ASB Bidang Pekerjaan Bina Marga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 

dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota 

ini; 

c. ASB Bidang Pekerjaan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota ini; 

d. ASB Bidang Pekerjaan Perumahan dan Permukiman sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran IV dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota ini; 

e. HSPK Bidang Pekerjaan Cipta Karya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

V dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini; 

f. HSPK Bidang Pekerjaan Bina Marga sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

VI dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini; 

g. HSPK Bidang Pekerjaan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran VII dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota ini; 

h. HSPK Bidang Pekerjaan Perumahan dan Permukiman sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran VIII dimaksud merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan  

i. Standar Harga Satuan Dasar Upah dan Bahan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran IX dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota ini. 
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Pasal 6  
 

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan untuk menilai 

kewajaran anggaran pekerjaan konstruksi oleh SKPD.  

 

Pasal 7  
 

HSPK merupakan bagian dari dokumen kontrak harga satuan dan disertakan 

dengan rincian sebagai lampiran yang tidak terpisahkan serta sebagai alat untuk 

menilai kewajaran. 
 

Pasal 8 
 

(1) ASB adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu pekerjaan konstruksi untuk 

memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan dokumen 

anggaran serta pelaksanaan dan pengendalian anggaran berbasis kinerja. 

(2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai estimasi 

kebutuhan anggaran pekerjaan konstruksi sedangkan untuk penyusunan 

HPS maka aparatur Perangkat Daerah melakukan survey harga sebagai 

dasar perhitungan. 
 

Pasal 9 
 

(1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sudah termasuk 

keuntungan/overhead sebesar 15% (lima belas persen) serta pajak sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam hal terjadi perbedaan besaran ASB dan/atau dalam hal belum 

ditetapkannya beberapa besaran ASB, maka usulan ASB tersebut dapat 

digunakan sepanjang rincian ASB dan HSPK yang diajukan oleh SKPD 

dilakukan secara proporsional, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, 

transparan dengan mengajukan telaahan staf dan mendapatkan persetujuan 

Walikota untuk dimasukkan ke dalam Peraturan Walikota tentang Analisa 

Standar Belanja.  
 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 10 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2019 NOMOR 74 

Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal 6 November 2019 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, 
                           ttd 

                       MULYADI 

Diundangkan di Pontianak 

pada tanggal 6 November 2019 
 

WALIKOTA PONTIANAK, 
 

                 ttd 

  EDI RUSDI KAMTONO 


